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GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 49 TAHUN 2014

. TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur
Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015S;

1%

2

110).

18

125

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

‘Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

-2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daereh; '
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor S8 Tahun 200S tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daeral: Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana - telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan
dan Pengelolaan Keuargan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah
Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas
Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4
Tahun 2014;

22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain
sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah
Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan
peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor S Tahun
2014,

23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Taun
Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2015S.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan B ' T,
2 Olg meliputi: p elanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 2.341.611.590.151,68
b. Dana Perimbangan Rp. 1.579.395.051.686,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 776.684.056.000,00

Rp. 4.697.690.697.837,68

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

- Belanja pegawai Rp.  771.913.782.261,00
- Belanja bunga Rp. 0,00
- Belanja subsidi Rp. 0,00
- Belanja hibah Rp. 807.523.430.000,00
- Belanja bantuan sosial Rp. 9.700.000.000,00
- Belanja bagi hasil Rp. 1.000.000.000.000,00
- Belanja bantuan keuangan Rp. 25.642.600.000,00
- Belanja tidak terduga Rp. 22.488.785.576,68

Rp. 2.637.268.597.837,68

b. Belanja Langsung
- Belanja Pegawai Rp. 117.219.164.500,00
- Belanja Barang Jasa Rp. 1.248.404.814.950,00
- Belanja Modal Rp. 720.298.120.550,00
Rp. 2.085.922.100.000,00
Rp. 4.723.190.697.837,68

Jumlah Belanja

Defisit Rp. (25.500.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 26.000.000.000,00
b. Pengeluaran Rp. 500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 25.500.000.000,00
Rp. 0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci ‘lebih lanjut
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2015 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1z - 09 - 2014

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 1= - 03 - 2014

DAERAH PROVINSI LAMPUNG,
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